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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat
(3) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah perlu
adanya Peraturan Kepala Dinas tentang Standar Operasional
Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Jalan
Tipe B di Jawa Tengah:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah  (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5494);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan
Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 1295),
16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9);



Menetapkan

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69. Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 69);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan
Jalan Tipe B di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 25);

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor
22);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN TERMINAL
PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B DI JAWA TENGAH.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan
arahan dan pedoman bagi petugas dalam Pengoperasian
Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah
yang meliputi:

a. pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan penegakan hukum;
¢. pemungutan sewa dan retribusi; dan
d. pendataan dan pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang dilaksanakan.
Pasal 2

Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk terpenuhinya
Standar Pelayanan Pengoperasian Terminal guna terciptanya
pelayanan Angkutan Jalan di Terminal yang selamat, aman,
handal/teratur, nyaman, kemudahan/keterjangkauan dan
setara.

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini terc_ijri dari :
a. Standar Operasional Prosedur Operasional Terminal;

b. Standar Operasional Prosedur Inspeksi Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Ramp Check);

c. Standar Operasional Prosedur Sewa Aset; dan
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d. Standar Operasional Prosedur Retribusi Terminal.
Pasal 4

Setiap pegawai/petugas terminal dalam pelaksanaan tugas
operasional harus berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur ini.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, secara rinci diatur dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Kepala
Dinas ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah; dan

b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ¢ 3 Mei 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN




'LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : o8y / 182 / 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG
ANGKUTAN JALAN TIPE B DI JAWA TENGAH

I. SOP OPERASIONAL TERMINAL

Pengertian, Definisi Tugas dan Jabatan, Struktur Petugas, Uraian Tugas,
Prosedur Operasional

1. Pengertian-pengertian :

a.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan bagaimana dan
kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda
dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut,
pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi
dan awak kendaraan.

Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari
penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.

Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang
penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.

Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam
terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi
kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.

Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal
penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan
umum untuk menurunkan penumpang.

Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal
penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan
umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan.

Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang
disediakan bagi mobil bus untuk beristirahat sementara dan
membersihkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan.

Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di
dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan
melakukan perjalanan.

Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. ‘ '
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bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dengan format tertentu yang ditetapkan.

Berita Acara Penundaan/Pelarangan Operasional Angkutan adalah alat
bukti pelarangan operasional angkutan orang di Terminal yang
dikarenakan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan.

- - Surat Keterangan Layak Operasional adalah surat yang diberikan kepada

Angkutan Penumpang di Terminal yang menerangkan bahwa armada
tersebut layak beroperasi.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas
rel.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk 9-16 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima
ribu) kilogram, panjang kendaraan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu)
milimeter, lebar kendaraan tidak lebih dari 2.100 (dua ribu seratus)
milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh)
kali lebar kendaraannya.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk 17-28 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu)
kilogram, panjang kendaraan tidak lebih dari 9.000 (sembilan ribu)
milimeter, lebar kendaraan tidak lehih dari 2.100 (dua ribu seratus)
milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh)
kali lebar kendaraannya. :

Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk 29-50 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam
belas ribu) kilogram, panjang kendaraan lebih dari 9.000 (sembilan ribu)
milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar
kendaraan tidak lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta
tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter
dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.

Kendaraan Bermalam adalah kendaraan angkutan umum (bus besar, bus
sedang, bus kecil) yang masuk terminal pada periode waktu jam 18.00-
06.00 WIB dan berada di dalam terminal lebih dari 5 (lima) jam.

Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil
Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada
pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun
barang.
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orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek adalah khmpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan
dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau
tidak berjadwal.

Tarif Angkutan Penumpang terdiri dari tarif dalam trayek tetap dan
teratur dan tarif tidak dalam trayek.

Buku Uji Berkala adalah bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang
berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor,
kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang meyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

. Karcis Retribusi adalah tanda terima pembayaran retribusi.
. Pemungutan adalah suaty rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya. ‘

Tiket Penumpang adalah tanda terima pembayaran tarif angkutan
penumpang.

Manifest adalah daftar penumpang yang diangkut.
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0o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan  retribusi diwgjibkan  untuk  melakukan
pembayaran.

2. Definisi Berdasarkan Tugas dan Jabatan Kerja.

a. Koordinator Terminal sebagai pengawas angkutan dan terminal adalah
petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Balai yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan proses kegiatan Penyelenggaraan
Terminal Angkutan Jalan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengawasan, Pelaporan dan Koordinasi tugas Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan.

b. Ketua Regu udalah Petugas Operator Terminal yang ditunjuk Kepala
Balai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses kegiatan
penyelenggaraan terminal yang meliputi pendataan, pengadministrasian
dan pelaporan. Jabatan Ketua Regu dapat dirangkap oleh petugas dalam
jabatan kerja lain, prinsip Ketua Regu adalah petugas yang ditunjuk
sebagai Pimpinan Regu pada saat melakukan pengoperasian Terminal
Penumpang Angkutan Jalan.

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah
tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis yang dikelompokkan
berdasarkan pertimbangan tingkat wewenang dan tanggung jawab tenaga
penguji secara berjenjang dan diberi sertifikat dan tanda kualifisasi
teknis. Penguji mempunyai tugas untuk memeriksa dokumen
pengangkutan, buku uji, persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan
Angkutan Jalan, apabila ditemukan pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan segera melaporkan kepada Petugas PPNS untuk
selanjutnya diambil langkah penindakan, apabila tidak ditemukan
pelanggaran mempersilahkan pengemudi untuk melanjutkan perjalanan.

e. Pengatur Lalu Lintas adalah petugas yang mengatur lalu lintas kendaraan
pada saat dilakukan kegiatan Penyelenggaran Terminal Penumpang
Angkutan Jalan. Petugas pengatur lalu lintas mempunyai dua fungsi
pengaturan lalu lintas yaitu menjaga agar lalu lintas tetap lancar serta
tidak mengganggu pemakai jalan lain, sedang tugas yang lain adalah
mengatur kendaraan yang akan masuk/keluar dari Terminal.

f. Petugas Pemeriksa adalah PPNS yang memeriksa kendaraan bermotor
yang meliputi dokumen perjalanan yang berupa buku uji, perizinan serta
dokumen lain yang dibenarkan oleh Perundang-undangan, serta kelaikan
kendaraan. '

g Juru Pungut Retribusi adalah petugas yang melakukan pungutan
retribusi ‘Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan
selanjutnya melakukan pengadministrasian dan penyetoran hasil
retribusi. :

h. Pengadministrasi Umum adalah petugas administrasi yang melakukan
kegiatan pengadministrasian yang meliputi pencatatan, pelaporan, dan
pengiriman berkas penindakan pelanggaran kendaraan bermotor (surat
tilang).
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Kasir Penerimaan adalah petugas yang mencatat pembukuan,
menyetorkan hasil pendapatan dan membuat laporan bulanan yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

3. Struktur Petugas.

a.

Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Tipe B
merupakan ex-officio Kepala Terminal bertanggung jawab terhadap
kegiatan penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Kepala Seksi Angkutan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah Tipe A ~merupakan ex-officio Kepala Terminal
bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan.

Koordinator Terminal sebagai Pengawas Angkutan dan Terminal
bertanggung jawab kepada Kepala Balai melalui Kepala Seksi Angkutan
pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Tipe A dan
Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Tipe B
dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan
Koordinasi tugas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Ketua Regu sebagai Operator Terminal ditunjuk oleh Kepala Balai untuk
melaksanakan tugas harian Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan yang meliputi pendataan, pengadministrasian dan
pelaporan dan bertanggung-jawab kepada Koordinator Terminal.

Petugas Pemeriksa/Penyidik (PPNS) bertugas melakukan Penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Petugas Penguji/Pembantu Penguji bertugas memeriksa kendaraan yang
berhubungan dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Juru Pungut Retribusi adalah petugas yang melakukan pungutan
retribusi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan
selanjutnya melakukan pengadministrasian dan penyetoran hasil
retribusi.

Kasir Penerimaan adalah petugas yang mencatat pembukuan,
menyetorkan hasil pendapatan dan membuat laporan bulanan.

Pengadministrasi Umum adalah petugas administrasi yang melakukan
kegiatan pengadministrasian yang meliputi pencatatan, pelaporan, dan
pengiriman berkas penindakan pelanggaran kendaraan bermotor (surat
tilang).

Dalam melaksanakan tugas Ketua Regu maupun Anggota dapat
merangkap tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan spesifikasi
tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Jam kerja di Terminal dilaksanakan dengan sistem shift atau sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan terminal dalam pelaksanaan
penyelenggaraan terminal penumpang.

4. Uraian Tugas.

Sekretaris
Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

R
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Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Tipe

A:

1) penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional
di bidang Terminal Angkutan J alan; dan

2) evaluasi dan pelaporan di bidang Terminal Angkutan Jalan.

Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Tipe
B:

1) menyusun dan menyiapkan rencana dan pengoordinasian
pelaksanaan teknis operasional di bidang Terminal Angkutan Jalan;

2) menyusun dan menyiapkan pelaksanaan operasional terminal
penumpang tipe B meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan operasioal terminal;

3) menyusun dan menyiapkan pelaksanaan manajemen lalu lintas
kawasan/daerah wilayah kerja terminal penumpang tipe B; dan

4) menyusun dan menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang
Terminal Angkutan Jalan.

Kepala Sub Bagian Keuangan :

1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
dan '

2) menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan keuangan di
lingkungan Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di
lingkungan Dinas.

Kepala Seksi Terminal Angkutan Jalan pada Bidang Jaringan
Transportasi dan Perkeretaapian :

1) menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Terminal
Angkutan Jalan;

2) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di
bidang Terminal Angkutan J alan;

3) menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan, penetapan simpul,
lokasi, standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang;

4) menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan sarana dan
prasarana;

S5) menyiapkan bahan penerapan sistem informasi manajemen terminal
penumpang;

6) melakukan pemantauan kinerja operasional terminal;
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7) melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal
tipe B; dan

8) melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Terminal Angkutan
Jalan.

Kepala Seksi Keselamatan Jalan Pada Bidang Lalu Lintas Jalan :
1) menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi kelaikan kendaraan; dan

2) menyiapkan bahan dan melakukan penegakan hukum oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Seksi Angkutan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah :

1) menyiapkan penyusunan rencana dan pengoordinasian pelaksanaan
teknis operasional di bidang Terminal Angkutan Jalan;

2) menyiapkan pelaksanaan operasional terminal penumpang tipe B
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasioal
terminal; ‘

3) menyiapkan pelaksanaan manajemen lalu lintas kawasan/daerah
wilayah kerja terminal penumpang tipe B; dan

4) menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Terminal Angkutan
Jalan. '

Koordinator Terminal :

1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di Terminal Penumpang
Angkutan Jalan;

2) menyiapkan pelaksanaan tugas  penyelenggaraan  Terminal
Penumpang Angkutan Jalan;

3) mengatur dan mendistribusikan tugas pada staf sesuai dengan fungsi
dan tanggung jawab masing-masing;

4) melaksanakan Koordinasi lapangan dalam pelaksanaan tugas;

S) menyiapkan peralatan, administrasi dan pelaporan;

6) melaksanakan kebijakan teknis;

7) evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas sehari-hari;

8) melaporkan hasil dan kejadian menonjol selama melaksanakan tugas;

9) dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi dengan Kasi
Angkutan pada Balai Tipe A atau Kepala Balai pada Balai Tipe B;

10) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai
melalui Kasi Angkutan atau Kepala Balai pada Balai Tipe B; dan

11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
Ketua Regu :

1) mengkoordinir dan melaksanakan penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan sesuai dengan SOP;

2) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan
fungsi masing masing;

3) mengidentifikasikan persoalan yang akan terjadi, target serta rencana
tugas kepada Koordinator Terminal;
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7)

8)
9)

10)

11)

12)
¢ 13)

14)

15)
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mengontrol/menyiapkan serta memastikan terpenuhinya peralatan
pendukung maupun kelengkapan administrasi;

mendistribusikan dan memberikan arahan teknis lapangan kepada
petugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing;

memastikan bahwa berkas perkara penindakan pelanggaran lalu
lintas, penarikan retribusi dan administrasinya telah di administrasi
dengan baik beserta dengan pengirimannya;
segera menegur petugas apabila tidak patuh terhadap prosedur dll,
mencatat semua hal, berkonsultasi bila diperlukan, melaporkan
persoalan yang berulang atau bersifat serius;

ketua regu bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan melalui
Koordinator Terminal;

memastikan bahwa petugas telah mengisi daftar hadir (absensi)
dengan benar;

memastikan bahwa pencatatan akurat semua kendaraan yang
dilakukan pemeriksaan maupun yang ditindak dengan cara yang telah
ditentukan;

memastikan kinerja PPNS ataupun pengadministrasian telah bekerja
sesuai dengan prosedur;

memenubhi target yang telah ditetapkan;

memastikan proses penyidikan terhaap pelanggaran dan pengiriman
berkas hasil perkara tersebut;

dalam keadaan darurat segera melaporkan kepada Kasi Angkutan
melalui Koordinator Terminal; dan

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Terminal/Kasi Angkutan pada Balai melalui Koordinator Terminal.

m. Pemeriksa/PPNS :

1)

2)
3)
4)
9)

6)

7)
8)

9)

melakukan pemeriksaan Angkutan Penumpang atas terpenuhinya
persyaratan administrasi dan fisik kendaraan bermotor;

menyiapkan dan menerbitkan Surat Keterangan Layak Operasi;
menyiapkan dan menerbitkan surat Tilang;
mengadministrasi dan melaporkan hasil kegiatan;

menyiapkan dokumen pendukung berupa perundang undangan yang
berlaku atau peraturan peraturan lain di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;

memeriksa tanda bukti lulus uji yang meliputi kepemilikan,
kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaran bermotor,
masa berlaku dan keaslian;

pemeriksaan perizinan penyélenggaraan angkutan orang;

pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagai mana dimaksud diatas
meliputi dokumen perijinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam
izin sebagaimana maksud diatas meliputi juga tiket penumpang
umum, tanda pengenal bagasi dan manifest (daftar penumpang);



10)

11)

12)

13)

14)
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blanko tilang sebagaimana yang dimaksud paling sedikit berisikan
kolom mengenai Identitas pelanggar dan Kendaran Bermotor yang
digunakan, Ketentuan dan pasal yang dilanggar, Hari, tanggal, jam
dan Tempat Kejadian, Barang Bukti Yang disita berikut nomor
registasinya, Tempat atau alamat pelanggar, ditandatangani oleh
Pelanggar dan Petugas PPNS, Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk
menghadiri sidang pengadilan serta Catatan petugas yang melakukan
penindakan apabila diperlukan:

petugas PPNS memastikan bahwa semua isian blanko tilang disi
secara benar;

petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan
penyitaan atas Surat Izin Penyelenggaran Angkutan Umum dan
tanda bukti lulus uji;

petugas dilarang menerima uang dalam hal tugas dan tanggung
jawabnya serta dilarang menerima titipan sidang;

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Terminal/Kasi Angkutan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah melalui Koordinator Terminal,

n. Penguji/Pembantu Penguji

1)

2)

3)

4)

1)

2)
3)
4)
S)

6)
1)

2)
3)

memeriksa tanda bukti lulus uji yang meliputi kepemilikan,
kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaran bermotor,
masa berlaku dan keaslian;

melakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor meliputi
pemeriksaan atas terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan
laik jalan kendaraan bermotor;

melaporkan kepada petugas pemeriksa /PPNS apabila ditemukan
pelanggaran tidak terpenuhinya tanda bukti lulus uji, persyaratan
teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Terminal/Kasi Angkutan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah melalui Koordinator Terminal.

Pengatur Lalu Lintas :

mengatur lalu lintas di daerah lingkungan kerja dan daerah
pengawasan terminal;

mengatur melancarkan arus lalu lintas keluar/masuk Terminal;
mengatur parkir Kendaraan Bermotor Umum;
mengatur parkir pengunjung Terminal;

mengatur Kendaraan Bermotor Umum di jalur penurunan dan
pemberanglatan; ' ‘

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Terminal/Kasi Angkutan pada Balai melalui Koordinator Terminal.

Petugas administrasi :

menyiapkan administrasi kegiatan;
menyiapkan administrasi serah terima tugas;
menyiapkan daftar absensi;






